Pertemuan Keduabelas

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (Beschikking)
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Delegasi Perundang-Undangan

Dalam suatu negara hukum modern, di mana negara ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, maka kepada administrasi negara diberikan juga “tugas politik”. Kepada administrasi negara juga diberikan tugas membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan ini istilah hukumnya adalah “Tugas Legislatif”

Penyerahan / pelimpahan kekuasaan, wewenang membuat undang-undang dan peraturan-peraturan dari badan pembuat undang-undang kepada badan administrasi negara disebut “Delegasi Perundangan” (delegatie van wetgeving). Dasar hukumnya adalah Pasal 22 UUD’45.

Ketetapan atau Beschikking.

· Perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh badan administrasi negara.  

· Suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintahan dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaannya yang istimewa. (Van Vollenhoven)

Contoh:

Walikota menetapkan kepada Tuan Ali izin untuk membangun rumah di persil jalan Cihampelas No.37 Jakarta.

Perbuatan membuat ketetapan ini disebut “Penetapan”
Namun demikian membuat ketetapan bukan monopoli bestuur saja, tetapi badan pembuat undang-undang dan hakim pun dapat membuat ketetapan. Ketetapan yang dibuat oleh hakim misalnya ketetapan mengenai pengangkatan seorang wali untuk anak yang masih dibawah umur.
“Ketetapan Intern” atau “Intern Beschikking”

Ketetapan yang dibuat untuk mengatur hubungan dalam lingkungan badan pemerintah Contoh:

Keputusan Kepala Jawatan yang memberikan izin cuti tahunan 12 hari kerja kepada pegawai bawahannya berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1953.

“Ketetapan Ekstern” atau “Extern Beschikking”
Ketetapan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan seorang warga negaranya atau antara pemerintah dengan sebuah badan swasta atau antara dua atau lebih badan pemerintah.

Ketetapan ini dapat dilihat dari segi:

1. Definisinya.

2. Bentuknya.

3. Isinya.

4. Sifatnya.

5. Fungsinya.

6. Kedudukan dalam tertib hukum Indonesia.

Dalam praktek bentuk KTUN sangat beraneka ragam. Contoh: SK Pengangkatan PNS, SKKB, Akta Kelahiran, SIM, sertifikat tanah, dsb.

KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keputusan dalam rangka ketentuan larangan dan atau perintah (gebod)

Merupakan keputusan yang paling biasa. Bentuk umumnya adalah Perizinan.

Keputusan yang memberikan suatu kewajiban keuangan

Contohnya adalah penetapan pajak.

Keputusan yang memberikan suatu kedudukan

Contoh: Pengangkatan PNS atau menempatkan status suatu bangunan dalam Cagar Budaya atau Monumen.

Keputusan penyitaan

Bila suatu organ penguasa melalui jalur hukum publik mengadakan penyitaan atas barang dari warga untuk digunakan demi kepentingan umum. Contoh: Pencabutan Hak Milik, Pemusnahan Unggas yang sakit.

Keputusan yang bebas dan terikat

KTUN bebas didasarkan pada suatu kebebasan bertindak yang lazimnya dikenal dengan asas Freies Ermessen. Kebebasan ada dua macam yaitu Kebebasan Kebijaksanaan dan Kebebasan Intrepretasi. Contoh Kebebasan Kebijaksanaan: “Bila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan, izin dapat dicabut. Contoh Kebebasan Intrepetasi: “Gubernur berwenang melakang reklame dalam bahasa asing demi ketertiban umum.

Keputusan yang memberi keuntungan dan yang memberi beban

Pembedaannya dilihat dari sudut si penerima keputusan. KTUN yang menguntungkan seseorang bisa merupakan KTUN yang memberi beban bagi orang lain.

Keputusan yang sementara (Kilat) dan yang jangka panjang (Langgeng)

KTUN kilat adalah KTUN yang sekali pakai contohnya adalah IMB. Sementara KTUN yang langgeng misalnya Akta Tanah Hak Milik.

Keputusan yang bersifat perorangan dan yang bersifat kebendaan

Contoh: SIM (perorangan) Ordonansi Gangguan (kebendaan)

Macam KTUN menurut E. Utrecht:

a. Ketetapan positif: menimbulkan hak & kewajiban bagi yg dikenai ketetapan.

1) yg menetapkan keadaan hukum baru pada umumnya;

2) yg menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu obyek;

3) yg membentuk / membubarkan suatu badan hukum;

4) yg memberikan beban (kewajiban)

Ketetapan negatif tdk menimbulkan perubahan dlm keadaan hukum yg telah ada spt pernyataan tdk berkuasa, pernyataan tdk diterima, ataupun penolakan.

b. Ketetapan deklaratur: hanya menyatakan hukumnya.

Ketetapan konstitutif: membuat hukum tertentu

c. Dispensasi: pernyataan dari pejabat administrasi yg berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku.

Lisensi: Izin yg bersifat komersial & mendatangkan laba.

Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari TUN yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang teratur. Contoh Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota, Rencana Teknik Tata Ruang Kota. Ketiga hal ini ditetapkan dengan Perda. 

Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah (Permendagri No.15 Th.75)

a. Status tanahnya.

b. Gambar situasi tanah.

c. Maksud & tujuan pembebasan tanah dan penggunaan selanjutnya.

d. Kesediaan untuk memberikan ganti kerugian.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh:

1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak.

2. Luas wilayah persebaran dampak.

3. Lamanya dampak berlangsung.

4. Intensitas dampak.

5. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak.

6. Sifat kumulatif  dampak tersebut.

Pelaksanaan pemborongan untuk suatu proyek dan pembelian dalam jumlah barang tertentu atau jasa dilakukan melalui:

1. Pelelangan Umum

Pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan atau pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat dunia usaha yang berminat dapat mengikutinya.

2. Pelelangan Terbatas

Pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang dilakukan di antara pemborong / rekanan yang dipilih di antara pemborong / rekanan yang tercatat dalam daftar rekanan sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya dan klasifikasi kemampuannya.

3. Penunjukkan Langsung

Penunjukkan pemborong / rekanan sebagai pelaksana pemborongan / pembelian tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas dan dilakukan di antara sekurang-kurangnya 3 penawar rekanan yang tercatat dalam daftar rekanan.
4. Pengadaan Langsung

Pelaksanaan pemborongan / pembelian yang dilakukan di antara rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas atau penunjukkan. 

Penetapan Pemenang Lelang ditentukan oleh pejabat yang berwenang, dimana sesuai Tata cara pengadaan barang (Inpres No.1 Tahun 1988), pejabat tersebut adalah:

1. Kepala Kantor untuk barang bernilai Rp.500 juta.

2. Direktur Jenderal untuk barang bernilai Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 milyar.

3. Menteri / Pimpinan Lembaga Non Departemen untuk barang bernilai Rp. 1 milyar sampai Rp.3 milyar.

4. Menteri / Pimpinan Lembaga Non Departemen setelah mendapat persetujuan Menko EKUIN untuk barang bernilai RP. 3 milyar ke atas.
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Setelah Pokok Bahasan ini,  mahasiswa diharapkan mampu: 


memahami dan dapat menjelaskan mengenai delegasi perundang-undangan, beschikking, freies ermessen.


mengenal macam-macam KTUN.


mengetahui akibat KTUN
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